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I. DESKRIPSI KEGIATAN PENILAIAN/VERIFIKASI  

 
1. Sasaran dan Lingkup Kegiatan : Audit dalam rangka verifikasi awal standar VLK pada 

Pemanfaatan Kayu atas areal IPPKH (SK.439/Menhut-
II/2013 tanggal 19 Juni 2013) seluas 259,89 Hektar 
atas nama PT NUSANTARA BERAU COAL  

2. Lokasi IPPKH : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

3. Waktu Pelaksanaan  : 9 – 12 Februari 2016 

4. Auditor : Ir. Suhardi 

5. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 

6. Standar Audit Yang Digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 

7. Management  Representatif : Agus Ganif Sulistiono 

 

II. NAMA DAN PENANGGUNG JAWAB LVLK 
 
1. Nama LVLK : PT.Trustindo Prima Karya 
2. Nomor Akreditasi : LVLK-010– IDN 
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016 
4. Alamat  : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80  Samarinda. 75121 
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com 
6. Website : www.trustindo.net 
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia 

 

III. NAMA DAN PENGURUS AUDITEE 
 
1. Nama Auditee : PT NUSANTARA BERAU COAL 
2. Alamat : Jl Pulau Derawan RT 31 Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur  
3. Nomor Telepon/Fax : +625542028080 / +625542028081-82 
4. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Zafril Ansgar Hamzah 

- Komisaris : Eddy Sanusi 
- Direktur Utama : Juwari, SE 
- Direktur : Ir. Heri Priyanto 
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IV. RESUME LAPORAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
 

A. PROSES VERIFIKASI : 
 

No. 
Tahapan 

Waktu dan 
Tempat 

Ringkasan Catatan 

I Publikasi Rencana 
Pelaksanaan 
Sertifikasi 
Legalitas Kayu 
pada PT Nusantara 
Berau Coal 

21 Januari 
2016 

dan  

4 Februari 
2016 (Revisi) 

1. Pada Portal Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, 
dan SILK. 

2. Pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Tengah, Balai Pemantauan 
Pemanfaatan Hutan Produksi Wil. XIII 
Samarinda, Kepala Dinas Kehutanan 
Kabupaten Kabupaten Berau dan JPIK. 

II Pelaksanaan Audit Lapangan 

1 Pertemuan 
Pembukaan 

Selasa, 

09 Februari 
2016 

Memberikan penjelasan mengenai tujuan, 
ruang lingkup, jadwal, metodologi dan 

prosedur verifikasi, serta meminta surat 

kuasa dan/atau surat tugas Manajemen 

Representatif. 

2 Verifikasi Dokumen 
dan Observasi 
Lapangan 

Lokasi Areal 
Kerja PT 

NBC 

09 – 11 
Februari 

2016 

 

a. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan 

keabsahan Dokumen/Data/Laporan 

Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 
(satu) tahun terakhir dan menganalisis 

sesuai norma penilaian.  

b. Observasi lapangan untuk pengujian 
kesesuaian kegiatan dengan 

dokumen/laporan kinerja produksi dan 

ketelusurannya, penjualan,K3, dan 

ketenagakerjaan. 

 

3 Pertemuan 
Penutupan 

Sabtu, 

12 Februari 
2016 

 

a. Perumusan hasil penilaian sementara. 
b. Penyampaian hasil penilaian sementara 

dan catatan-catatan ketidaksesuaian  
(LKS). 

III Penyusunan 
Laporan Hasil 
Audit 

13 Februari 
– 01 Maret 

2016 

1. Pemenuhan kekurangan 
Dokumen/Data  oleh Auditee dan 
verifikasinya oleh Auditor terkait. 

2. Penyusunan laporan hasil audit 
standar VLK pada PT Nusantara 
Berau Coal oleh Tim Audit. 
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No. 
Tahapan 

Waktu dan 
Tempat 

Ringkasan Catatan 

IV Pengambilan 
Keputusan 

Samarinda, 

02 Maret 2016 

1. PT Nusantara Berau Coal dinyatakan 
telah MEMENUHI Standar Verifikasi 
Legalitas Kayu pada pemegang IPK 
sesuai Lampiran 2.4. Peraturan 
Direktur Jenderal Bina Usaha 
Kehutanan No. P.14/VI-
BPPHH/2014. 

2. Kepada PT Nusantara Berau Coal 
dapat diterbitkan S-LK. 
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B. Hasil Audit Standar VLK (Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No.: P.14/VI-BPPHH/2014) 

PRINSIP 1.  :   Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu 
Kriteria 1.1.          :    Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan 
                                       negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.  
Indikator 1.1.1.    :    Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal  
                                       pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 1.1.1.a. ILS / IPK pada 
areal pinjam pakai 

M Terdapat Izin IPPKH untuk Kegiatan Operasi 

Produksi  Batubara dan Sarana Penunjangnya pada 
Kawaan Hutan Produksi Tetap Seluas 1.132,38 

(Seribu Seratus Tigapuluh Dua dan tigapuluh 

Delapan Perseratus) Hektar atas nama PT. Nusantara 
Berau Coal di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan 

Timur, Nomor : SK.439/Menhut-II/2013 tanggal 19 

Juni 2013. 

SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli 

Hasan dan salinannya ditandatangani oleh Kepala 

Biro Hukum dan Organisasi Krisna Rya serta 
distempel Kementerian LHK 

Terdapat dokumen Addendum Analisis Dampak 

Lingkungan Hidup (ANDAL RKL dan RPL) Rencana 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pencana 

Pemantauan Lingkungan Hidup penambangan Area 

Pit-3 Penambahan Area Disposal di Pit-1 
Penambahan Fasilitas Tangki BBM d Kampung 

Tasuk Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. 

Terdapat Lembar Pengesahan dokumen Addendum 
Andal, RKL dan RPL yang ditandatangani oleh Tim 

Komisi Penilai Amdal Kabupaten Berau Ketua Ir. H. 

Zulkifli, MM NIP. 19580404 199011 1 001 dan 
Sekretaris Ir. Lita Handini NIP. 19690410 199303 2 005 

tanggal 24 Desember 2013. 

Terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya 
seperti Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan Akte 

Perubahan Terakhir, TDP, dan NPWP PT. Nusantara 

Berau Coal. 

 

2 1.1.1.b. Peta lampiran 
ILS/IPK pada areal 
izin pinjam pakai 
(dilampiri izin pinjam 
pakai dan petanya) 

M Terdapat Lampiran SK berupa Peta IPPKH Skala 1 : 

25.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan 

Zulkifli Hasan dan distempel Kementerian LHK. 

Hasil observasi lapangan menunjukkan lokasi IPPKH 

sesuai dengan peta dan terbukti adanya batas IPPKH 

yang ditandai dengan patok ulin dan plang batas  
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Koordinat uji petik pengecekan lokasi batas IPPKH 
sesuai pada beberapa tempat/titik patok batas yang 

dilakukan pengecekan.  

 
Kriteria 1.2.         :    Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan 
                                       negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 
Indikator 1.2.1.    :    Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR) 

4 1.2.1.b. Peta lampiiran 
HTHR 

N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR) 

 
 
Kriteria 1.3.         :    Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk 

kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan. 
Indikator 1.3.1.    :  Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan 

untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan. 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5 1.3.1.a. Izin usaha 
dan lampiran 
petanya (bagi 
pemegang IPK sama 
dengan pemegang 
izin usaha) 

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk 

non kehutanan) 

6 1.3.1.b. Izin usaha 
dan lampiran 
petanya (bagi 
pemegang IPK yang 
berbeda  dengan 
pemegang izin 
usaha) 

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk 

non kehutanan) 

7 1.3.1.c. IPK pada 
areal yang 
dilepaskan 

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk 
non kehutanan) 

8 1.3.1.d. Peta lampiran 
IPK 

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk 
non kehutanan) 

9 1.3.1.e. Dokumen sah 
memuat perubahan 
status kawasan (bagi 
pemegang IPK sama 
dengan emegang izin 
usaha) 

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk 

non kehutanan) 
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Indikator 1.3.2.    :   IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman 
                                       transmigrasi. 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10 1.3.2.a. IPK pada areal 
yang dilepaskan 

N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi) 

11 1.3.2.b. Peta lampiran 
IPK 

N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi) 

 
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 
Indikator 1.4.1.    :   Pelaku usaha memiliki IPK pada APL 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

12 1.4.1.a. Dokumen 
Rencana IPK/ILS 
(survey potensi)   
 

N/A Not Applicable (bukan IPK pada areal APL) 

13 1.4.1.b. Izin usaha dan 
lampiran petanya (bagi 
pemegang IPK sama 
dengan pemegang izin 
usaha) 

N/A Not Applicable (bukan IPK pada areal APL) 

14 1.4.1.c. Izin usaha dan 
lampiran petanya (bagi 
pemegang IPK berbeda 
dengan pemegang izin 
usaha) 

N/A Not Applicable (bukan IPK pada areal APL) 

15 1.4.1.d. IPK pada APL N/A Not Applicable (bukan IPK pada areal APL) 

 

16 1.4.1.e. Peta lampiran 
IPK 

N/A Not Applicable (bukan IPK pada areal APL) 

 
 
Indikator 1.4.2.  : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi. 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A Not Applicable (bukan IPK pada APL untuk areal 
transmigrasi) 

18 1.4.2.b. Peta lampiran 

IPK 

N/A Not Applicable (bukan IPK pada APL untuk areal 

transmigrasi) 
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Prinsip 2.  : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta  
                                       pengangkutan kayu 
Kriteria 2.1.  : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS 
Indikator 2.1.1.     :  IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

19 2.1.1. Dokumen 
rencana penebangan 
IPK/ILS 

M Terdapat Izin IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi  

Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawaan 

Hutan Produksi Tetap Seluas 1.132,38 (Seribu Seratus 

Tigapuluh Dua dan tigapuluh Delapan Perseratus) 

Hektar atas nama PT. Nusantara Berau Coal di 
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 

SK.439/Menhut-II/2013 tanggal 19 Juni 2013. 

Terdapat dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknis dan 
Lingkungan Tahun 2015 Pertambangan Batubara PT. 

Nusantara Berau Coal di Kampung Tusuk, Kecamatan 

Gunung Tabur Kabupaten Berau 

 
Indikator 2.1.2.     :   Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan 
                                        dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

20 2.1.2.a.  Dokumen 
potensi tegakan pada 
areal kerja 

M Terdapat Buku Laporan Hasil Cruising sensus 100 % dan 

BAP Pengecekannya oleh Dinas Kehutanan Kabupaten 

Berau pada areal seluas 128,98 Ha di areal IPPKH 
SK.439/Menhut-II/2013 dengan hasil 15.586 pohon dan 

5.370,45 M3 kayu diameter 10 cm up dari kelompok jenis 

Meranti, kelompok Rimba Campuran, Kelompok Kayu 
Indah dan Kelompok Kayu Tanaman HTI. 

Terdapat Buku Laporan Hasil Cruising sensus 100 % 

pada areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Rencana 
Pembukaan Lahan tahun Kegiatan 2015 seluas 130,91 

Hektar dengan hasil 25.236 pohon dan 6.065,68 M3 

untuk kayu diameter 10 cm up dari kelompok jenis 
meranti, rimba campuran, kayu indah dan kayu 

tanaman HTI. 

Terdapat laporan hasil checking cruising dengan 
intensitas 5 % di areal izin pinjam pakai kawasan hutan 

tahun 2015 seluas 130,91 Ha yang ditandatangani oleh 

Tim dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dan pihak 
perusahaan atas nama Agus Hanif dan Agus Tri 

Cahyono 

- Terdapat Ganis PHPL Timber Cruising atas nama 
Agus Tri Cahyono Register Nomor 01509-

13/TC/XX/2014. 
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

21 2.1.2.b.  Dokumen 
produksi kayu (LHP) 

M  
 

LHP dibuat  oleh Sulis Haryanto, dengan Register 

Nomor 00273-13/PKB-R/XX/2011. 

LHP Nihil dibuat oleh Ganis Penerbit LHP dan  

Pengesahan LHP dilakukan oleh Tim yang dibentuk 

oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Berau. 

Terdapat dokumen SO berupa Berita Acara 

Pemeriksaan Persediaan Kayu Bulat dan Kayu Bulat 

Kecil Stock Opname pada Izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan atas nama PT. Nusantara Berau Coal Kabupaten 

Berau tanggal 30 Desember 2015. BAP SO dibuat oleh 

Tim dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dan Tim 
dari PT. NBC. 

Pada Dokumen SO tersebut dicantumkan bahwa PT. 

NBC selama periode 2015 telah memproduksi kayu 
KBK Diameter 10-29 cm Kel. Rimba Campuran sebesar 

226,47 SM 142,68 M3 dan Acacia mangium 92,81 SM 

54,76 M3  

Total Produksi PT. NBC untuk KBK 319,28 SM 197,44 

M3 

Hasil uji petik pengukuran stok kayu di lapangan 
sesuai. 

 
 
Kriteria 2.2.          :   Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan 

pengangutan kayu. 
Indikator 2.2.1.    :    Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

22 2.2.1.a.  Dokumen SPP 
(Surat Perintah 
Pembayaran) DR 
dan/atau PSDH telah 
diterbitkan 

M  
 

Terdapat SPP DR dan/atau PSDH serta PNT atas 
produksi kayu berdasarkan BAP SO 30 Desember 2014  

SPP DR Nomor 01 01 16 tanggal 12 Januari 2016 untuk 

KBK Kel. Rimba Campuran dengan volume 142,68 M3 
dengan tarif US $ 4 sejumlah US $ 570.72 

SPP PSDH Nomor 01 01 16 tanggal 12 Januari 2016 

untuk KBK Kel. Rimba Campuran volume 142,68 
dengan tarif Rp. 31.000 senilai Rp 4.423.080 dan Acacia 

mangium volume 54,76 M3 dengan tarif Rp 5.400 

senilai Rp 295.704 dan Total SPP PSDH sejumlah Rp 
4.718.784 

SPP PNT Nomor 01 01 16 tanggal 12 Januari 2016 untuk 

KBK Kel. Rimba Campuran volume 142,68 dengan tarif 
Rp 18.500 senilai Rp 2.639.580 

 



v
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NO VEruFIER NILAtr RINGKATAT{ IUSTIFIKASI
23 2.2.7.b. Bukti setor DR

dan/atauf€DH
M Terdapat Bukti Setor DR yang lengkap denganiumlah

pembayaran yang sesuai dengan SPP dan ditransfer
melalui Bank Sinarmas serta ANZ Debit Rekening.

Nomor Rekening tuiuan sesuai.

ztL: 2.2.1.c. Kesesuaian tarif
DR danPSDH atas
kayuhutanalam
(termasuk hasil
kegiatan p;nyiapan
tahanuntuk
pembangunan hutan
tanarnan) dan
kesesuaian tariff PSDH
untuk kayu hutan
tanaman

M Pembayaran D& PSDH dan PNT telah dilakukan
sesuai dengan besarnya SPP . dan tariff yang berlaku
untuk wilayah Kalimantan

Indikator 2.22. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO VERISIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASI
25 2.2.2.a. FAKB danDKB

untuk KBK diterbitkan
sesuai ketentuaru

M PT. Nusantara Berau Coal pada periode audit belum
melakukan pengangkutan kayu dan kayu masih berada
ti TPK Hutan Namun PT. NBC pada periode
sebelumnya telah menerbitkan dokumen FAKB urtuk
pengangkutan kayu dari TPK Antara ke Industri
Pengolahan Kayu sesuai dengan ketentuan.

26 2.22.b. SI(SKB dan
DKB untuk KB

M PT. Nusantara Berau Coal pada periode audit belum
melakukan pengangkutan kayu dan kayu masih berada
ti TPK Hutan Namun PT. NBC pada periode
sebelumnya telah menerbitkan dokumen SKSKB dan
DKBnya untuk pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke
TPK Antara sesuai dengan ketentuan.

Kriteria 2"3.
Indikator 2"3.1.

: Pemenuhan penggunaan Tanda V-L"egal.
: Implementasi Tanda V-Legal

NO VERIFIm NILAI RINGKASAN IUSTIRKA$I
27 2.3.1. TandaV-Legal

yang dibubuhkan
sesuai ketentuari

N/A PT. Nusantara Berau Coal belum mendapatkan lisensi
penggunaan Tanda V-Legal

Halaman9 dari L1
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PRINSIP 3.  :   Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK 
Kriteria 3.1.            :   Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
Indikator 3.1.1.     :   Prosedur dan implementasi K3 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

28 3.1.1.a. Implementasi 
prosedur K3 

M Terdapat SOP yang berkaitan dengan pemanfaatan 
kayu pada areal IPPKH PT. Nusantara Berau Coal yang 

di dalamnya menyertakan pelaksanaan K3 pada setiap 

aspek operasional yaitu SOP : 

- SOP-GRL-01 Pemanfaatan Kayu Bulat  Kecil dan 

Kayu Bulat 

- SOP-GRL-02 Tata Usaha Kayu 
- SOP-GRL-03 Pelaksanaan dan Pemeliharaan Tata 

Batas IPPKH 

- SOP-GRL-04 Perlindungan Hutan dari Pencurian 
Hasil Hutan 

- SOP-GRL-05 PNBP-PKH 

- SOP-GRL-06 Penggantian Biaya Investari 
- SOP-GRL-07 PErlindungan Flora dan Fauna 

Dilindungi 

- SOP-GRL-08 Pengendalian Kebakaran Hutan 
- SOP-GRL-09 DAS Sei Berau 

- SOP-GRL10 Reklamasi 

Pejabat Kepala Teknik Tambang bertangungjawab 
terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan 

operasional di PT. Nusantara Berau Coal. 

29 3.1.1.b. Ketersediaan 
peralatan K3 seperti 
Alat Pemadam Api 
Ringan (APAR), Alat 
Pelindung Diri (APD) 

M Penerapan safety dan kebijakan K3 oleh perusahaan 
pertambangan diterapkan secara ketat dan menjadi 

prioritas dalam kegiatan operasional sehari-hari. 

Melakukan induksi dan pengarahan kepada setiap 

karyawan/pekerja maupun tamu/individu yang akan 

memasuki areal pertambangan dengan ketat dan 

terdokumentasi. 

Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti 

peralatan K3 di Kantor dan di Lapangan berupa APAR 

dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K, Poliklinik, 
Ambulance dan dokter jaga serta penggunaan APD 

oleh Pekerja secara menyeluruh. 

Poliklinik tersedia di Base Camp beserta unit 
ambulance dan dokter jaga dengan penyediaan 

peralatan dan obat-obatan yang lengkap. 

30 3.1.1.c. Catatan 
kecelakaan kerja 

M Terdapat Laporan Triwulan kecelakaan kerja yang 

tergabung dalam Laporan Triwulan Kegiatan Operasi 
Produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, 

lingkungan, keselamatan kerja dan pengembangan 

masyarakat. 





t/
Iffitlndo <GrtifiatJ,on

I PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA
I

I senvrces tN PHPL AND svLK cERTlFlcATloN
I G.OrngOklatAPH|KalimsntanTimur[t.1Jl.KesumaBangsaNo.80Somarinda.75121

I Phone : 0il1-747798 Email : trustindoonmakarya@gmail.com

I httos://www.trustindo. net

Vlar
[o.i to lhsdibsi lhsiom]

lrPtPl-0ls'loil
Llnl@{o{rtl

Keputusan Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya

Nomor: 226lDirutl 010-l DN/20'1 6

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KEPADA PT NUSANTARA BERAU COAL

Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,

Menimbang Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pengambil Keputusan

No.: Os9/PruVLK Hutan/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang

menyatakan bahwa pemanfaatan kayu oleh PT NUSANTARA

BEMU COAL atas areal IPPKH (SK Menteri Kehutanan

No.: SK.439/Menhut-ll/2013 tanggal 19 Juni 2013) telah MEMENUHI

standar verifikasi legalitas kayu sebagaimana diatur dalam Lampiran

2.4. Peraturan DirekturJenderalBina usaha Kehutanan No.: P.144/l-

BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang lPK.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur utama PT. Trustindo

Prima Karya tentang Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

fsrtorPeLyman Bogot
Taman Yasmio Sektor Vl, Jl. Pinang Raya No. 84

Phone : 0251-7546052

Email : !pf,!9g91@gg4gi!-sq4

MEMUTUSI(AN:

Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT NUSANTAM

BERAU COAL dengan nomor S-LK: 224.SLK.010-IDN'

Masa berlaku s-LK selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 03 Maret

2016 sampai dengan 02 Maret 2017 dengan lingkup sertifikasi meliputi

pemanfaatian kayu atas areal IPPKH seluas 259,89 Hektar sesuai SK

Menteri Kehutanan No.: SK.439/Menhut-1112013 tanggal 19 Juni 2013

yang terletak di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

lr. Kurnia
Direktur Utama

l|ntorPGLyan.n Mdang
Graha Pelita asri Blok C-12,.11. L.A. sucipto, Blimting
Phone : 0341-9165053

Email : lsLtrab!8lQElleilrqlo

Ddetaokan disamarinda

3t, _$o"ianssalo3 
Maret 2016
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